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Abstrak: Delik adat suku Jouw Warry yang masih hidup dan berkembang 
di dalam masyarakat hukum adat adalah 1). Pelanggaran Mengganggu 
Keamanan, 8 jenis delik. 2). Pelanggaran Mengganggu Ketertiban, 7 jenis 
delik. 3). Pelanggaran Kesopanan Dan Kesusilaan, 6 jenis delik. 4). 
Pelanggaran Menyangkut Tanah Dan Hasil Hutan, 2 jenis delik. Dan 5). 
Pelanggaran Menyangkut Hewan Dan Perikanan, 2 jenis delik. Serta 
sanksi berupa benda yang telah diganti dengan sejumlah uang, Binatang 
yaitu babi, Serta sanksi supranatural dengan kekuatan gaib.  
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PENDAHULUAN 
Hukum senantiasa diperbaharui guna menjawab perubahan global, 
perubahan nasional maupun perubahan masyarakatnya. Namun 
perubahan tersebut harusnya berdasarkan jiwa bangsa (volksgeist), 
Friedrich Karl Von Savigny menganalogikan timbulnya hukum itu dengan 
timbulnya bahasa suatu bangsa, masing-masing bangsa memiliki ciri 
khusus dalam berbahasa. Hukumpun demikian, Karena tidak ada bahasa 
yang universal, tiada pula hukum yang universal.  Sebagaimana ungkapan 
Savigny bahwa “law is an expression of the common consciousness or 
spirit of piople.” hukum tidak dibuat, tetapi ia tumbuh dan berkembang 
bersama masyarakat (das rechts wird nicht gemacht, es ist und wird mit 
dem volke) (Darmodiharjo dan Shidarta, 2004:124)..  
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Pembangunan hukum nasional seharusnya mengakomodir hukum 
asli bangsa Indonesia, yaitu kebiasaan yang sudah mengakar secara 
turun temurun dan masih dipergunakan oleh masyarakat tertentu. 
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Eugan Ehrlich (dalam Yesmil Anwar 
dan Adang, 2008:xii) bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai 
dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.   
Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi 
Khusus Bagi Provinsi Papua (Selanjutnya disebut Undang-Undang Otsus) 
yang mengakui diberlakukannya hukum pidana adat dalam masyarakat 
hukum adat di Papua, sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 51 
Undang-Undang Otsus bahwa : 
1. Peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat 
hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili 
sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga 
masyarakat hukum adat yang bersangkutan.  
2. Pengadilan adat disusun menurut ketentuan hukum adat masyarakat 
hukum adat yang bersangkutan.  
3. Pengadilan adat memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan 
perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan 
hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan.  
4. Dalam hal salah satu pihak yang bersengketa atau yang berperkara 
berkeberatan atas putusan yang telah diambil oleh pengadilan adat 
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yang memeriksanya sebagaimana dimaksud pada ayat 3, pihak yang 
berkeberatan tersebut berhak meminta kepada pengadilan tingkat 
pertama di lingkungan badan peradilan yang berwenang untuk 
memeriksa dan mengadili ulang sengketa atau perkara yang 
bersangkutan.  
5. Pengadilan adat tidak berwenang menjatuhkan hukuman pidana 
penjara atau kurungan.  
6. Putusan pengadilan adat mengenai delik pidana yang perkaranya tidak 
dimintakan pemeriksaan ulang sebagaimana yang dimaksud pada ayat 
4, menjadi putusan akhir dan berkekuatan hukum tetap.  
7. Untuk membebaskan pelaku pidana dari tuntutan pidana menurut 
ketentuan hukum pidana yang berlaku, diperlukan pernyataan 
persetujuan untuk dilaksanakan dari Ketua Pengadilan Negeri yang 
mewilayahinya yang diperoleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang 
bersangkutan dengan tempat terjadinya peristiwa pidana sebagaimana 
dimaksud pada ayat 3.  
8. Dalam hal permintaan pernyataan persetujuan untuk dilaksanakan 
bagi putusan pengadilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat 7 
ditolak oleh Pengadilan Negeri, maka putusan pengadilan adat 
sebagaimana dimaksud pada ayat 6 menjadi bahan pertimbangan 
hukum Pengadilan Negeri dalam memutuskan perkara yang 
bersangkutan.  
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Salah satu kekhususan dari Otonomi khusus bagi Provinsi Papua 
adalah dengan diberlakukan peradilan adat di Provinsi Papua. Dengan 
demikian maka perkara pidana diantara masyarakat hukum adat dapat 
diselesaikan melalui peradilan adat maupun peradilan nasional, hal ini 
menunjukan bahwa delik dan sanksi hukum pidana adat suku Jouw Warry 
dapat diberlakukan terhadap masyarakat hukum adat yang bersangkutan. 
Hilman Hadikusuma (1989:8) mengatakan bahwa hukum pidana adat 
adalah hukum yang menunjukan peristiwa dan perbuatan yang harus 
diselesaikan (dihukum) dikarenakan peristiwa dan perbuatan itu telah 
mengganggu keseimbangan masyarakat.  
Soepomo (2003:127) mengatakan bahwa Delik adat yang menjadi 
kewenangan mengadili pengadilan adat adalah jenis delik adat yang 
masih hidup dalam masyarakat adat meliputi : (a) Delik adat kesusilaan 
seperti hubungan cinta, seksual suka sama suka, janji kawin diingkari, 
zina, incest' perkawinan antar agama, kumpul kebo. (b) Delik adat harta 
benda seperti pencurian benda adat, (c) Delik adat melanggar 
kepentingan pribadi seperti pengucapan kata-kata kotor, mencaci 
orang,memfitnah orang, menipu orang lain atau berbohong yang 
menimbulkan kerugian, menuduh tanpa bukti yang jelas, (d) Delik adat 
kelalaian atau tak jalankan kewajiban adat, seperti tidak ikuti upacara 
adat, tidak hadir rapat adat, tidak bayar iuran untuk kepentingan adat. 
Sedangkan sanksi menurut G.P. Hoefnagels (dalam Teguh 
Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah) bahwa sanksi dalam hukum pidana 
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adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang ditentukan 
undang-undang di mulai dari penahanan tersangka dan penuntutan 
terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Namun sanksi dalam 
hukum pidana adat berbeda. Misalnya sanksi adat di Sulawesi Selatan 
dinamakan 'mpaoppangi tanah’ ditutupi oleh tanah, yaitu diusir keluar 
kampung untuk selama-lamanya, yang dijatuhkan oleh pengadilan adat 
karena melakukan kejahatan berat seperti incest atau telah berulang kali 
melakukan kejahatan. Dalam hal ini bukan sanaknya yang menghukum, 
tetapi hakim. Sanaknya dapat menyangkalinya sebagai anak, sanak yang 
disebut riattelokamporoang (dijadikan telur busuk), yang tidak berhak 
mewaris (A.Zainal Abidin Farid, 1997:55).  
Sehingga dari uraian di atas, diduga ada delik dan sanksi hukum 
pidana adat Suku Jouw Warry masih hidup dan berkembang didalam 
masyarakat hukum adat, dengan demikian maka penulis melakukan 
pengkajian lebih mendalam. 
  
PEMBAHASAN DAN ANALISIS 
Deskripsi Suku Jouw Warry 
Salah seorang Antropolog terkenal lndonesia Koentjaraningat 
(1993:3) menjelaskan bahwa pulau Papua (lrian) berbentuk seekor burung 
raksasa dengan bandingan presentase kewilayahan yakni 47 % 
merupakan kepala, tengkuk, punggung, leher, dada dan perut Dinosaurus 
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adalah wilayah Provinsi Papua (sebelumnya Provinsi lrian Jaya), dan 53 
% merupakan ekor adalah wilayah negara Papua New Guinea (PNG). 
Suku Jouw Warry, yang berada di kabupaten Jayapura yang 
berbatasan dengan Negara Papua New Guinea (PNG). Dalam buku 
panduan hukum adat dewan adat suku Jouw Warry (2008:15-17) 
menerangkan bahwa Suku Jouw Warry berada di Distrik Demta, dan 
Distrik Demta terletak di pesisir utara kabupaten Jayapura, berhadapan 
dengan samudra pasifik. Meski dapat di tempuh melalui jalur laut, namun 
akses utama menuju demta adalah melalui jalan darat dengan jarak 
tempuh kurang lebih 120 km dari kota Jayapura yang memakan waktu 
sekitar 3 sampai 4 jam. Salah satu distrik tertua di Papua ini memilki luas 
wilayah sebesar 331 km².  
Topografi daerah ini sangat beragam, mulai dari dataran rendah, 
rawah, sungai dan pegunungan dengan kemiringan rata-rata 10 derajat. 
Sebagian wilayah yang masih merupakan bagian dari pegunungan cyclop, 
Demta memiliki kaki-kaki gunung yang kemudian membentuk sejumlah 
teluk dan tanjung. 5 kampung di distrik ini terdapat di dalam teluk, yaitu 
Demta, Ambora, Muris Kecil, Yakore dan Yaugapsa. Kampung kamdera 
sendiri terletak di pesisir pantai yang merupakan tanjung dari teluk 
Ambora. Sedangkan kampung Muaif menempati wilayah yang menjadi 
muara sungai grime.  
Distrik Demta memiliki 7 wilayah pemerintahan kampung, yaitu 
Demta, Ambora, Kamdera, Yeugapsa, Muris Kecil, Yakore dan Muaif. 
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Jumlah penduduk Distrik Demta adalah 3.395 jiwa yang tersebar di tujuh 
kampung. Konsentrasi penduduk tertinggi ada pada kampung Ambora 
dengan jumlah 765 jiwa, sedangkan konsentrasi terendah ada di kampung 
Muaif dengan jumlah 125 jiwa. Komposisi penduduk di kampung Demta 
dan Muris Kecil cenderung berbaur dengan masyarakat pendatang dari 
daerah lain di luar Papua. Komposisi penduduk kampung Yaugapsa, 
Ambora dan Kamdera cenderung didominasi oleh masyarakat adat Jouw 
Warry. Sedangkan kampung Muaif dihuni oleh masyarakat adat suku 
Namblong. 
Masyarakat adat yang menetap di kampung Yakore dan Muris Kecil 
menyebut diri mereka dengan sebutan Souw. Mereka yang menetap di 
kampung Ambora dan Yougapsa menyebut dengan kata Warry. 
Sedangkan masyarakat yang bermukim di kampung Kamdere menyebut 
diri mereka dengan nama Tarpi atau Tarpia. 
Nama lain adalah Ngaya untuk yang menetap di kampung Yakore 
dan Muris Kecil, dan Unar untuk mereka yang meneta di kampung 
Ambora, Yaugapsa dan Kamdera. Ngaya dan Unar sendiri dipahami oleh 
masyarakat adat setempat sebagai mana nama dua orang perempua 
bersaudara yang menjadi leluhur mereka.  
Nama lainnya adalah Souwarry. Penyebutan ini digunakan oleh 
orang diluar masyarakat adat Jouw Warry terhadap komunitas masyarakat 
adat yang hidup di Distrik Demta ini. Nama ini biasanya dipakai oleh orang 
Nimbokrang dan suku-suku lain di sekitar suku Jouw Warry.  
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Istilah yang lain adalah D’jouw. Tidak ada referensi lebih lanjut yang 
menjelaskan nama ini. Sedangkan nama Youwarry, adalah bentuk 
keterkaitan antara orang Jouw Warry dengan kepercayaan dan keimanan 
mereka terhadap Tuhan sang pencipta.  
Terakhir adalah istilah Jouw Warry. Nama ini digunakan oleh 
masyarakat adat untuk menyebut diri mereka, yang didalamnya terdiri atas 
masyarakat adat Souw, Warry dan Tarpi. Jouw Warry sendiri memiliki 
makna sebagai pusat persebaran suku-suku bangsa. Nama ini berasal 
dari kepercayaan mereka yang menganggap bahwa tempat dimana 
mereka tinggali saat ini adalah pusat penyebaran suku-suku bangsa di 
dunia. Oleh Dewan Adat Papua (DAP), istilah Jouw Warry ini kemudian 
diputuskan menjadi nama untuk organisasi masyarakat adat yang 
bermukim di Distrik Demta.  
Penduduk asli yang mendiami wilayah Demta adalah suku Jouw 
Warry yang terbagi atas sub suku Souw yang tersebar di kampung Muris 
Kecil dan Yakore. Marga pada sub suku Souw ini adalah Murin, 
Sudumeru, Kopouw, Tare, Yaukwart, Arim, Yakore, Sobi, Karay, Mandat, 
Okobron, Pararem dan Burame. Sub suku kedua adalah Warry yang 
tersebar dikampung Demta, Ambora dan Yougapsa. Marga pada sub suku 
ini adalah Kawaipun, Arimodop, Dodop, Tiert, Darinya, Ebe, Karafir, Pisya, 
Papiri, Tunya, Kowan, Ipun, Usupar dan Ajam. Sedangkan sub suku yang 
ketiga adalah Tarpi yang menetap di kampung Kamdera. Marga pada sub 
suku ini adalah Taurui, Wero, Bernifu, Kingso, Warmesiwi, Taudufu, Ondi, 
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Fitowin, Suri dan Daisiu. Sedangkan di kampung Muaif, adalah 
masyarakat adat yang berasal dari suku Namblong di daerah Genyem.  
Lebih lanjut di dalam buku panduan hukum adat dewan adat suku 
Jouw Warry (2008:52-53)  menyebutkan bahwa pemegang kekuasaan 
tertinggi ada pada setiap pemerintahan adat di masing-masing sub suku 
yaitu Souw, Warry dan Tarpi. karena selain memiliki struktur pemerintahan 
adat yang jelas, juga mempunyai wilayah kedaulatan pemerintahan serta 
memiliki masyarakat adat.  Dalam kenyataannya, pemerintahan adat ini 
hampir mengatur sebagian besar urusan sosial yang berlangsung di 
dalam kehidupan masyarakat adatnya, mulai dari pemanfaatan sumber 
daya alam, kepemilikan atas tanah dan ulayat sampai pada urusan 
masyarakat adat yang akan melangsungkan perkawinan. Pada sub suku 
Souw, kepala pemerintahan adatnya disebut Marar Mataun. Masyarakat 
adat sub suku Warry menyebut Mataun Pan untuk kepala pemerintahan 
adatnya, sedangkan masyarakat adat sub suku Tarpi menyebut kepala 
pemerintahan adatnya dengan nama Maram Tamsu.  
Masyarakat adat sub suku Souw memandang eksistensi Marar 
Mataun sebagai wakil Tuhan di dalam kehidupan yang nyata. Bagi 
mereka, tidak ada lagi kekuasaan di atas Marar Mataun selain Tuhan yang 
maha kuasa. Pandangan ini juga berlaku terhadap Mataun Pan pada 
masyarakat adat Warry dan Maram Tamsu bagi masyarakat adat Tarpi. 
Paham ini menjelaskan kedudukan masing-masing kepala pemerintahan 
adat yang begitu besar, mulia serta suci dimata masyarakat adatnya. 
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Karenanya, tidak semua keturunan dari kepala pemerintahan adat 
sebelumnya dapat memangku jabatan ini. Hanya keturunan dari kepala 
pemerintahan adat yang benar-benar dianggap sangat mampu dan bijak 
yang diberkan kesempatan untuk mengemban jabatan kepala 
pemerintahan adat maupun perangkatnya. 
 
Jenis Delik Pidana Adat Suku Jouw Warry 
Jenis-jenis delik adat atau pelanggaran adat yang masih hidup dan 
berkembang sekarang ini di dalam kehidupan masyarakat hukum adat 
suku Jouw Warry dapat di klasifikasi dan di infentarisir sesuai dengan 
buku panduan hukum adat dewan adat suku Jouw Warry (2008:78-
87,117-127,158-166) maupun hasil wawancara dengan Daud Yaukwart 
(Demta, 3 Februari 2010) selaku ketua dewan adat suku Jouw Warry, 
Paulus Okobron (Muris Kecil, 4 Februari 2010) selaku Marar Mataun untuk 
sub suku Souw, Bastian Dodop (Ambora, 5 Februari 2010) selaku Mataun 
Pan untuk sub suku Warry, serta Yulianus Ondi (Kamdera, 6 Februari 
2010) selaku Maram Tamsu untuk sub suku Tarpi adalah sebagai berikut: 
 
Pelanggaran mengganggu keamanan.  
1. Pelanggaran Pembunuhan. 
Pelanggaran adat yang berkaitan dengan pembunuhan dalam 
masyarakat adat sub suku Souw menyebut Niyayim, sub suku Warry 
menyebut Irarau, dan sub suku Tarpi menyebut Apun. Pelanggaran ini 
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dapat berlaku kepada siapa saja yang melakukan perbuatan yang 
mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, dikenakan denda adat 
yang bentuk dan nilainya ditentukan oleh Marar Mataun untuk 
masyarakat adat sub suku Souw, Mataun Pan untuk masyarakat adat 
sub suku Warry, dan Maram Tamsu untuk masyarakat adat sub suku 
Tarpi. Serta pihak keluarga korban.  
Di dalam suku Jouw Warry di kenal dengan istilah kepala ganti 
kepala, dan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat 
sebagai proses perdamaian, maka pihak pelaku akan mengganti 
kepala dengan menyerahkan anak perempuan ke pihak korban untuk 
dinikahi, pernikahan tersebut tanpa biaya mas kawin hingga misalnya 
anak lelaki yang terbunuh tersebut telah tergantikan dengan kelahiran 
anak pertama, namun apabila melahirkan anak laki-laki lagi maka 
pihak korban harus membayar maskawin, karna yang terbunuh telah 
digantikan.  
Selain menyerahkan anak perempuan, anak laki-laki juga dapat 
di serahkan kepada pihak korban untuk menjadi anak mereka. Hal 
demikian dilakukan oleh masyarakat adat suku Jouw Warry dengan 
maksud sebagai proses perdamaian dan menjalin hubungan 
kekeluargaan yang baru.  
Pemberian tersebut hanya diberikan kepada pihak korban yang 
apabila meninggal bukan karena akibat perbuatan salahnya. Namun 
apabila yang meninggal tersebut terbukti salahkemudian meninggal, 
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maka pihak korban hanya meminta sejumlah uang namanya uang 
kepala. Dan juga penyelesaianya sampai ke pengadilan negeri. 
2. Pelanggaran Pencurian. 
Pelanggaran adat yang berkaitan dengan pencurian dalam 
masyarakat adat sub suku Souw menyebut Pine, sub suku Warry 
menyebut Pin Ti Nip, dan sub suku Tarpi menyebut Panuk. 
Pelanggaran ini dapat berlaku kepada siapa saja yang mengambil 
barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan 
maksud menguasainya, dikenakan denda adat berupa : 
a. Membayar denda adat yang bentuk dan nilainya sesuai putusan 
Marar Mataun untuk masyarakat adat sub suku Souw, Mataun Pan 
untuk masyarakat adat sub suku Warry, dan Maram Tamsu untuk 
masyarakat adat sub suku Tarpi, serta pihak keluarga pemilik yang 
sah atas barang dimaksud. 
b. Mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya yang sah. 
Untuk masalah pencurian yang dilakukan oleh anak-anak hanya 
diberikan nasehat untuk tidak mengulangi lagi, serta untuk barang 
yang berharga saja yang biasanya melalui proses peradilan adat.  
Namun pencurian tersebut dikecualikan untuk mereka yang 
mengambil harta dari hasil warisan milik saudara-saudaranya yang 
pada saat pembagian harta tersebut yang bersangkutan tidak ada dan 
tidak mendapatkan warisan tersebut, maka yang bersangkutan dapat 
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mengambil apa saja misalnya mengambil hasil hutan di kebun 
saudara-saudaranya, diperbolehkan. 
3. Pelanggaran Perampasan. 
Pelanggaran adat yang berkaitan dengan perampasan dalam 
masyarakat adat sub suku Souw menyebut E Yerem, sub suku Warry 
menyebut Eyirem, dan sub suku Tarpi menyebut Nin A’koi Aji. 
Pelanggaran ini dapat berlaku kepada siapa saja yang melakukan 
upaya pemaksaan untuk menguasai barang orang lain dengan maksud 
menguasainya, dikenakan denda adat berupa : 
a. Membayar denda adat yang bentuk dan nilainya sesuai putusan 
Marar Mataun untuk masyarakat adat sub suku Souw, Mataun Pan 
untuk masyarakat adat sub suku Warry, dan Maram Tamsu untuk 
masyarakat adat sub suku Tarpi, serta pihak keluarga pemilik yang 
sah atas benda dimaksud. 
b. Mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya yang sah. 
Pelanggaran perampasan ini tidak hanya untuk benda tetapi 
berlaku untuk tanah juga, perampasan tanah tersebut dengan dalih 
kepemilikannya maka akan dilakukan penyelidikan dengan 
menanyakan kepada orang-orang tua yang mengetahui sejarah tanah 
tersebut, serta bukti-bukti lain. Proses tersebut terkadang hingga 
seminggu. Perampasan tanah ini biasanya milik anak yatim piatu.   
4. Pelanggaran Penganiayaan. 
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Pelanggaran adat yang berkaitan dengan penganiayaan dalam 
masyarakat adat sub suku Souw menyebut Yeradem, sub suku Warry 
menyebut penganiayaan, dan sub suku Tarpi menyebut Arau. 
Pelanggaran ini dapat berlaku kepada siapa saja yang melakukan 
tindakan penganiayaan terhadap orang lain, dikenakan denda adat 
yang bentuk dan nilainya sesuai putusan Marar Mataun untuk 
masyarakat adat sub suku Souw, Mataun Pan untuk masyarakat adat 
sub suku Warry, dan Maram Tamsu untuk masyarakat adat sub suku 
Tarpi, serta pihak keluarga korban. 
Namun apabila penganiayaan tersebut mengakibatkan 
meninggalnya orang tersebut, maka disebut pembunuhan dengan 
perlahan-lahan, sehingga dikenakan sanksi pembunuhan. 
5. Pelanggaran Penipuan. 
Pelanggaran adat yang berkaitan dengan penipuan dalam 
masyarakat adat sub suku Souw menyebut Piritire, sub suku Warry 
menyebut Wurodini, dan sub suku Tarpi menyebut Awor. Pelanggaran 
ini dapat berlaku kepada siapa saja yang melakukan penipuan 
terhadap orang lain dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan 
dari hal tersebut, dikenakan dendan adat yang bentuk dan nilainya 
sesuai putusan Marar Mataun untuk masyarakat adat sub suku Souw, 
Mataun Pan untuk masyarakat adat sub suku Warry, dan Maram 
Tamsu untuk masyarakat adat sub suku Tarpi, serta pihak keluarga 
korban. 
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6. Pelanggaran Perkelahian 
Pelanggaran adat yang berkaitan dengan perkelahian dalam 
masyarakat adat sub suku Souw menyebut Pepekae, sub suku Warry 
menyebut Upuko, dan sub suku Tarpi menyebut Tarma. Pelanggaran 
ini dapat di kategorikan menjadi 2 yaitu : 
1) Melakukan perkelahian hingga mengakibatkan terganggunya 
ketentraman masyarakat umum, dikenakan denda adat yang 
bentuk dan nilainya sesuai putusan Marar Mataun untuk 
masyarakat adat sub suku Souw, Mataun Pan untuk masyarakat 
adat sub suku Warry, dan Maram Tamsu untuk masyarakat adat 
sub suku Tarpi. 
2) Mencampuri urusan orang lain hingga menyebabkan perkelahian 
diantara mereka, dikenakan denda adat yang bentuk dan nilainya 
sesuai putusan Marar Mataun untuk masyarakat adat sub suku 
Souw, Mataun Pan untuk masyarakat adat sub suku Warry, dan 
Maram Tamsu untuk masyarakat adat sub suku Tarpi. 
Perkelahian ini menurut masyarakat suku Jouw Warry sangat 
erat kaitannya dengan orang tuanya, dimana faktor genetika sangat 
mempengaruhi. Apakah orang tuanya berbuat salah, melakukan 
perkawinan yang dilarang yaitu perempuan yang dinikahinya masih 
sedara, atau menikah dengan marga yang tidak boleh dinikahi. Faktor-
faktor tersebut akan menjadi pertimbangan apakah akan dikenakan 
denda atau tidak. 
Eksistensi Delik Dan Sanksi Pidana….. Ahmad Rifai Rahawarin 
LEGAL PLURALISM : VOLUME 2 NOMOR 2, JULI 2012 192 
 
Namun ada kasus yang terjadi mengenai pelanggaran 
perkelahian ini yaitu pernah terjadi perkelahian antara seorang pria 
dari makasar dan seorang pria dari buton. Mereka tinggal di Demta 
sambil berdagang. Keduanya berkelahi hingga menggunakan alat 
tajam. Kemudian keduanya di panggil oleh Ketua DAS suku Jouw 
Warry untuk mempertanggung jawabkan perbuatan mereka. Walaupun 
hukum adat suku Jouw Warry hanya berlaku untuk warga masyarakat 
adat saja namun menurut ketua DAS bahwa mereka berada di wilayah 
adat, dibawah tanggung jawabnya. Karena ulang keduanya maka 
ketentraman masyarakat terganggu. Keduanya kemudian di denda 
tangkap babi masing-masing satu ekor babi. Bagaimana caranya. 
Kedua orang tersebut kemudian protes karena babi itu haram untuk 
orang islam, mreka mengusulkan untuk di ganti sapi saja, namun ketua 
DAS tidak setuju, katanya ini aturan adat turun temurun tidak 
mengenal sapi. Lebih lanjut menurut ketua DAS bahwa ini sebagai 
hukuman atas perbuatan keduanya biar tidak mengulangi lagi. 
Akhirnya keduanya membeli babi masyarakat dan di tangkap lalu di 
bunuh dan dilakukan upacara perdamaian. Kedua warga yang bertikai 
tersebut akhirnya damai dan hidup rukun hingga sekarang.  
7. Pelanggaran Ilmu Hitam.  
Pelanggaran adat yang berkaitan dengan ilmu hitam dalam 
masyarakat adat sub suku Souw menyebut Apiyi, sub suku Warry 
menyebut Irarauw, dan sub suku Tarpi menyebut Kadok Tamsu. 
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Pelanggaran ini dapat berlaku kepada siapa saja yang menggunakan 
mantra-mantra (ilmu hitam) dengan maksud untuk mencelakai orang 
lain, dikenakan denda adat yang bentuk dan nilainya ditentukan oleh 
Marar Mataun untuk masyarakat adat sub suku Souw, Mataun Pan 
untuk masyarakat adat sub suku Warry, dan Maram Tamsu untuk 
masyarakat adat sub suku Tarpi dan pihak keluarga korban. 
Untuk masalah ilmu hitam ini, dengan masuknya agama dan 
menjadi keyakinan meraka bahwa ilmu hitam tidak diperbolehkan, 
maka sudah jarang bahkan tidak ada lagi yang menggunakan ilmu 
hitam tersebut, namun apabila masih ada maka yang bersangkutan di 
beri sanksi adat, dulu apabila terbukti maka di ikat kaki tangannya 
dengan batu dan di tenggelamkan di laut. Namun sekarang hanya di 
usir keluar dari kampung bersama seluruh keluarganya. Atau akan 
dibalas pula dengan ilmu gaib, hingga yang bersangkutan meninggal.  
Cara membuktikannya dari proses penyembuhan dengan 
menggunakan ilmu gaib, mendengar informasi dari orang lain, 
menanyakan saksi-saksi, menyelidiki lansung, serta menggunakan 
sumpah adat denganm menggantungkan daun kelapa yang mudah. 
Hingga daun kelapanya kering, apabila dia tidak menggunakan ilmu 
hitam maka tidak ada efeknya, namun kalau ada maka yang 
bersangkutan pasti meninggal dan kalau dia tidak mau meninggal pasti 
akan di lepaskan ilmu hitamnya.  
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Pernah terjadi kasus yang demikian, dimana masyarakat sudah 
gerah dan marah maka orang yang menggunakan ilmu tersebut di 
datangi dan di keroyok, dipukul dengan menggunakan kayu maupun 
batu. Namun tidak terjadi luka ataupun cedera terhadap orang 
tersebut, padahal kalau terjadi untuk orang normal pasti sudah luka 
parah bahkan bisa mati. Orang tersebut bersama seluruh keluarganya 
di denda adat yaitu diusir keluar kampung.   
8. Pelanggaran Minuman Keras.  
Pelanggaran adat yang berkaitan dengan minuman keras dalam 
masyarakat adat sub suku Souw menyebut Yarim Memau, sub suku 
Warry menyebut Yarim Kapim, dan sub suku Tarpi menyebut Dan 
tauru. Pelanggaran ini dapat di kategorikan menjadi 2 yaitu : 
1) Memproduksi dan atau memasukkan minuman keras ke dalam 
wilayah adat sub suku Souw, dikenakan denda adat berupa : 
a. Membayar denda adat yang bentuk dan nilainya sesuai putusan 
Marar Mataun untuk masyarakat adat sub suku Souw, Mataun 
Pan untuk masyarakat adat sub suku Warry, dan Maram Tamsu 
untuk masyarakat adat sub suku Tarpi. 
b. Seluruh minuman keras tersebut harus dimusnahkan. 
2) Melakukan pelanggaran adat karena pengaruh minuman keras, 
dikenakan denda adat yang bentuk dan nilainya sesuai putusan 
Marar Mataun untuk masyarakat adat sub suku Souw, Mataun Pan 
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untuk masyarakat adat sub suku Warry, dan Maram Tamsu untuk 
masyarakat adat sub suku Tarpi. 
Untuk urusan minuman keras sekarang ini bagi yang mabuk lansung 
diserahkan ke kepolisian, dan kalau ada yang memperoduksi secara 
lokal melalui pohon kelapa atau pohon lain maka pohon tersebut 
lansung di tebang oleh ondoafi bersama polisi dan pihak gereja. 
Pernah terjadi pemotongan pohon kelapa yang digunakan untuk 
memperoduksi minuman keras lokal yaitu saguer yang dilakukan oleh 
pihak adat, kepolisian dan pihak gereja. Pemotongan tersebut terjadi 
karena adanya penjualan minuman keras lokal yang mengakibatkan 
banyak remaja kampung yang mabuk-mabukan, sehingga keputusan 
dari ketua dewan adat suku Jouw Warry untuk memusnahkan semua 
pohon kelapa yang dipakai untuk memperoduksi saguer tersebut. 
Serta pemuda yang mabuk-mabukan tersebut di masukan dalam 
penjara selama beberapa haru baru di keluarkan atas persetujuan 
ketua dewan adat suku Jouw Warry 
 
Pelanggaran mengganggu ketertiban  
1. Pelanggaran Merusak Barang Milik Orang Lain. 
Pelanggaran adat yang berkaitan dengan merusak barang milik 
orang lain dalam masyarakat adat sub suku Souw menyebut Onine 
Esisi Mi Yekayunggu, sub suku Warry menyebut Esusiy Kanar, dan 
sub suku Tarpi menyebut Nin Aru’ Aji. Pelanggaran ini dapat berlaku 
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kepada siapa saja yang rusaknya barang milik orang lain hingga tidak 
dapat lagi digunakan, dikenakan denda adat yang bentuk dan nilainya 
sesuai putusan Marar Mataun untuk masyarakat adat sub suku Souw, 
Mataun Pan untuk masyarakat adat sub suku Warry, dan Maram 
Tamsu untuk masyarakat adat sub suku Tarpi dan pihak keluarga 
korban. 
Barang-barang tersebut misalnya perahu, rumah ataupun 
tanaman 
2. Pelanggaran Pencemaran Nama Baik. 
Pelanggaran adat yang berkaitan dengan pencemaran nama 
baik dalam masyarakat adat sub suku Souw menyebut Yadiy, sub suku 
Warry menyebut Ana Uyai, dan sub suku Tarpi menyebut Yan Wero 
Apuri. Pelanggaran ini dapat berlaku kepada siapa saja yang dapat di 
kategorikan menjadi 2 yaitu : 
1) Melakukan pencemaran nama baik terhadap pejabat pemerintahan 
adat, dikenakan denda adat yang bentuk dan nilainya sesuai 
putusan Marar Mataun untuk masyarakat adat sub suku Souw, 
Mataun Pan untuk masyarakat adat sub suku Warry, dan Maram 
Tamsu untuk masyarakat adat sub suku Tarpi. 
2) Melakukan pencemaran nama baik orang lain, dikenakan denda 
adat yang bentuk dan nilainya sesuai putusan Marar Matau untuk 
masyarakat adat sub suku Souw, Mataun Pan untuk masyarakat 
adat sub suku Warry, dan Maram Tamsu untuk masyarakat adat 
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sub suku Tarpi, serta pihak keluarga yang di cemarkan nama 
baiknya. 
Pencemaran nama baik ini misalnya menuduh seseorang 
melakukan pelangggaran, memfitnah, atau mengatas namakan 
ondoafi atau kepala suku. Namun apabila mengatas namakan untuk 
kebaikan misalnya atas nama ondoafi meminta uang dari orang lain 
untuk biaya pengobatan di rumah sakit, diperbolehkan namun harus 
segera di beritahukan kepada ondoafi tersebut, kalau sebaliknya untuk 
kepentingan sendiri maka akan dikenakan sanksi adat.  
3. Pelanggaran Membuat Keributan. 
Pelanggaran adat yang berkaitan dengan membuat keributan 
dalam masyarakat adat sub suku Souw menyebut Ana Picu, sub suku 
Warry menyebut Ana Tiji, dan sub suku Tarpi menyebut Di Tak Di 
Pi’Pi’. Pelanggaran ini dapat dapat berlaku kepada siapa saja yang di 
kategorikan menjadi 4 yaitu : 
1) Membuat keributan di depan rumah Marar Mataun untuk 
masyarakat adat sub suku Souw dan Mataun Pan untuk 
masyarakat adat sub suku Warry, dikenakan denda adat yang 
bentuk dan nilainya sesuai putusan Marar Mataun untuk 
masyarakat adat sub suku Souw dan Mataun Pan untuk 
masyarakat adat sub suku Warry. 
2) Membuat keributan, dimana dia mengetahui tua-tua adat sedang 
bermusyawarah hingga menyebabkan terganggunya pembicaraan 
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tua-tua adat tersebut, dikenakan denda adat yang bentuk dan 
nilainya seusai putusan Marar Mataun untuk masyarakat adat sub 
suku Souw, Mataun Pan untuk masyarakat adat sub suku Warry, 
dan Maram Tamsu untuk masyarakat adat sub suku Tarpi. 
3) Membuat keributan atau mengganggu keamanan dan ketentraman 
orang lain atau membuat keributan di tempat ibadah atau di tempat 
umum lainnya, dikenakan denda adat yang bentuk dan nilainya 
sesuai putusan Marar Mataun untuk masyarakat adat sub suku 
Souw, Mataun Pan untuk masyarakat adat sub suku Warry, dan 
Maram Tamsu untuk masyarakat adat sub suku Tarpi. 
4) Membuat keributan, di mana atau mengetahui tetangganya sedang 
berduka, dikenakan denda adat yang bentuk dan nilainya sesuai 
putusan Marar Mataun untuk masyarakat adat sub suku Souw, 
Mataun Pan untuk masyarakat adat sub suku Warry, dan Maram 
Tamsu untuk masyarakat adat sub suku Tarpi. 
Keributan tersebut berupa berteriak-teriak, atau memutar lagu 
dengan keras, atau mengendarai motor dengan mengencangkan gas 
atau klakson. 
4. Pelanggaran Kekerasan dalam Keluarga. 
Pelanggaran adat yang berkaitan dengan kekerasan dalam 
keluarga dalam masyarakat adat sub suku Souw menyebut Morim 
Awer Er, sub suku Warry menyebut Suku Bijini, dan sub suku Tarpi 
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menyebut Puni-Puni Awrow. Pelanggaran ini dapat di kategorikan 
menjadi 3 yaitu : 
1) suami yang melakukan kekerasan terhadap istrinya di dalam rumah 
keluarga istri, dikenakan denda adat yang bentuk dan nilainya 
sesuai putusan Marar Mataun untuk masyarakat adat sub suku 
Souw, Mataun Pan untuk masyarakat adat sub suku Warry, dan 
Maram Tamsu untuk masyarakat adat sub suku Tarpi dan pihak 
keluarga istrinya. 
2) suami yang melakukan kekerasan terhadap istrinya hingga 
menyebabkan istri lari ke rumah orang tuanya atau ke rumah 
saudara laki-lakinya, dikenakan denda adat yang bentuk dan 
nilainya sesuai putusan Marar Mataun untuk masyarakat adat sub 
suku Souw, Mataun Pan untuk masyarakat adat sub suku Warry, 
dan Maram Tamsu untuk masyarakat adat sub suku Tarpi. 
3) Anak-anak yang melakukan pemukulan terhadap orang tua, atau 
saudara dari orang tuanya, dikenakan denda adat yang bentuk dan 
nilainya sesuai putusan Marar Mataun untuk masyarakat adat sub 
suku Souw, Mataun Pan untuk masyarakat adat sub suku Warry, 
dan Maram Tamsu untuk masyarakat adat sub suku Tarpi. 
Pelanggaran terhadap kekerasan dalam keluarga ini tidak 
berlaku untuk anak karena untuk anak itu di anggap sebagai didikan, 
karena kalau tidak dipukul kalau sudah kurang ajar maka akan 
bertambah berbuat tidak sopan dan tidak menghargai orang yang lebih 
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tua. Namun apabila terhadap istri maka bisa jadi orang tuanya akan 
memintakan cerai. Apabila istrinya meninggal dan yang bersangkutan 
belum melunasi mas kawinnya maka akan di minta uang kepala di 
taruh di atas peti mayat baru bisa di kubur. Kalau terjadi pertengkaran 
karena makanan, dan istrinya menceriterakan ke saudara laki-lakinya 
maka saudaranya akan kerumahnya dengan membawah makanan 
yang di keluhkan oleh suaminya. 
5. Pelanggaran Bersaksi Palsu. 
Pelanggaran adat yang berkaitan dengan bersaksi palsu dalam 
masyarakat adat sub suku Souw menyebut Tou Taudiren, sub suku 
Warry menyebut Arim Wurordini, dan sub suku Tarpi menyebut Pinci 
Dapu Tamsu. Pelanggaran ini dapat berlaku kepada siapa saja yang 
memberikan kesaksian palsu terhadap sesuatu yang diketahuinya 
secara pasti hingga menyebabkan kerugian pada orang lain, 
dikenakan denda adat yang bentuk dan nilainya sesuai putusan Marar 
Mataun untuk masyarakat adat sub suku Souw, Mataun Pan untuk 
masyarakat adat sub suku Warry, dan Maram Tamsu untuk 
masyarakat adat sub suku Tarpi dan pihak keluarga korban. 
Saksi palsu ini misalnya mengenai hak atas tanah misalnya 
tanah milik anak yatim piatu, biasanya orang yang merasa orang tua 
jadi bicaranya sembarangan saja dengan memberikan kesaksian palsu 
maka untuk membuktikannya harus di telusuri ulang baru kemudian 
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kalau bersalah maka yang member kesaksian tersebut di berikan 
denda adat.  
6. Pelanggaran Kelalaian. 
Pelanggaran adat yang berkaitan dengan kelalaian dalam 
masyarakat adat sub suku Souw menyebut Senggen Nenjun, sub suku 
Warry menyebut En Eydun, dan sub suku Tarpi menyebut Amaitap. 
Pelanggaran ini dapat berlaku kepada siapa saja yang kelalainya 
mengakibatkan kerugian terhadap orang lain, dikenakan denda adat 
yang bentuk dan nilainya sesuai putusan Marar Mataun untuk 
masyarakat adat sub suku Souw, Mataun Pan untuk masyarakat adat 
sub suku Warry, dan Maram Tamsu untuk masyarakat adat sub suku 
Tarpi dan pihak keluarga korban. 
Misalnya ada amanah yang di berikan untuk di sampaikan 
kepada mata rumah bersangkutan, namun karena lalainya 
mengakibatkan terjadinya kerugian atau korban maka yang 
bersangkutan akan diberi sansksi adat. 
7. Pelanggaran Penyangkalan. 
Pelanggaran adat yang berkaitan dengan penyangalan dalam 
masyarakat adat sub suku Souw menyebut Siyndun, sub suku Warry 
menyebut Arim Piritirdini, dan sub suku Tarpi menyebut Awo’ Di. 
Pelanggaran ini dapat berlaku kepada siapa saja yang melakukan 
penyangkalan terhadap perbuatan yang nyata-nyata telah 
diperbuatnya, di mana perbuatan tersebut telah mengakibatkan 
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kerugian pada orang lain, dikenakan denda adat yang bentuk dan 
nilainya sesuai putusan Marar Mataun untuk masyarakat adat sub suku 
Souw, Mataun Pan untuk masyarakat adat sub suku Warry, dan 
Maram Tamsu untuk masyarakat adat sub suku Tarpi dan pihak 
keluarga korban. 
Penyangkalan maksudnya tidak mau mengatakan sesuatu yang 
sebenarnya diketahui. 
 
Pelanggaran kesopanan dan kesusilaan 
1. Pelanggaran Berbuat tidak Sopan.  
Pelanggaran adat yang berkaitan dengan berbuat tidak sopan 
dalam masyarakat adat sub suku Souw menyebut Youngingiriren, sub 
suku Warry menyebut Yousijaiein, dan sub suku Tarpi menyebut 
Nimpur Wero. Pelanggaran ini dapat berlaku kepada siapa saja yang 
melakukan perbuatan tidak sopan di hadapan tua-tua adat, dikenakan 
denda adat yang bentuk dan nilainya sesuai putusan Marar Mataun 
untuk masyarakat adat sub suku Souw, Mataun Pan untuk masyarakat 
adat sub suku Warry, dan Maram Tamsu untuk masyarakat adat sub 
suku Tarpi. 
Pelanggaran ini tidak di bolehkan karena akan menurunkan 
derajat dan martabat tua-tua adat. Misalnya lagi ada musyawarah atau 
rapat adat, maka tidak boleh lewat di depan mereka, dalam acara 
penting perempuan maupun anak-anak dilarang melewatinya, kalau 
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sampai ada yang melewatinya, maka sama saja yang bersangkatan 
mengusir mereka, kalau di rumah berarti yang punya rumah telah 
mengusir mereka, hal inilah yang akan menurunkan harkat, derajat dan 
martabat tua-tua adat tersebut. 
Pernah terjadi perbuatan tidak sopan oleh seorang peserta 
rapat terhadap ketua dewan adat suku Jouw warry yang pada saat itu 
sedang menyampaikan arahan, namun tiba-tiba peserta tersebut 
berdiri dan mengatakan bahwa ketua dewan adat suku Jouw Warry 
tidak pantas berbicara masalah Suku Jouw Warry. Kemudian ketua 
DAS tersebut merasa marah dan pulang kerumahnya lalu di gantung 
daun kelapa yang masih muda di pintunya. Setelah itu peserta tersebut 
mulai sakit-sakitan hingga sakit parah. Menurut keyakinan masyarakat 
bahwa apabila daun kelapa muda tersebut kering maka yang 
bersangkutan juga kering atau meninggal. Karena sakitnya sudah 
parah, maka masyarakat dan tua-tua adat di kampungnya memikul 
yang bersangkutan bersama babi yang di iringi dengan tarian adat ke 
rumah ketua DAS Jouw Warry untuk meminta maaf. Akhirnya di 
maafkan dan yang bersangkutan kembali sehat hingga sekarang. 
2. Pelanggaran Mengintip. 
Pelanggaran adat yang berkaitan dengan mengintip dalam 
masyarakat adat sub suku Souw menyebut Ngengadunggu, sub suku 
Warry menyebut Anggaruw, dan sub suku Tarpi menyebut Araksiw. 
Pelanggaran ini dapat berlaku kepada siapa saja yang mengintip 
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seseorang atau sesuatu, di mana dia tidak memiliki hak untuk 
mengetahuinya, dikenakan denda adat yang bentuk dan nilainya 
sesuai putusan Marar Mataun untuk masyarakat adat sub suku Souw, 
Mataun Pan untuk masyarakat adat sub suku Warry, dan Maram 
Tamsu untuk masyarakat adat sub suku Tarpi. 
Misalnya mengintip orang sedang tidur, atau orang lagi mandi, 
atau mengintip pembicaraan orang.  
3. Pelanggaran Menghujat 
Pelanggaran adat yang berkaitan dengan menghujat dalam 
masyarakat adat sub suku Souw menyebut menghujat, sub suku Warry 
menyebut Amici, dan sub suku Tarpi menyebut Pinyi Wero Apu’ Di. 
Pelanggaran ini dapat berlaku kepada siapa saja yang menghujat 
orang lain, dikenakan denda adat yang bentuk dan nilainya sesuai 
putusan Marar Mataun untuk masyarakat adat sub suku Souw, Mataun 
Pan untuk masyarakat adat sub suku Warry, dan Maram Tamsu untuk 
masyarakat adat sub suku Tarpi serta pihak keluarga korban. 
Pelanggaran ini selalu menggunakan isyarat-isyarat yang tidak 
baik, misalnya berteriak dengan nada ejekan, atau meludahi di dekat 
orang tersebut dengan kasar, atau memalingkan wajah saat bertemu 
dengan orang bersangkutan 
4. Pelanggaran Pemerkosaan. 
Pelanggaran adat yang berkaitan dengan pemerkosaan dalam 
masyarakat adat sub suku Souw menyebut Umbeidunggu Wakey, sub 
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suku Warry menyebut Puw Mi Idiy, dan sub suku Tarpi menyebut 
Payai. Pelanggaran ini dapat di kategorikan menjadi 4 yaitu : 
1) Laki-laki yang sudah menikah melakukan pemaksaan terhadap 
seorang perempuan yang sudah menikah untuk bersetubuh 
dengannya, maka akan dikenakan denda adat berupa: 
a. Membayar denda adat yang bentuk dan nilainya sesuai putusan 
Marar Mataun untuk masyarakat adat sub suku Souw, Mataun 
Pan untuk masyarakat adat sub suku Warry, dan Maram Tamsu 
untuk masyarakat adat sub suku Tarpi. Serta pihak suami dari 
perempuan tersebut. 
b. Untuk sub suku Souw dan Warry yang bersangkutan juga 
membayar denda adat kepada pihak keluarga istrinya yang 
bentuk dan nilainya ditetapkan oleh pihak keluarga istrinya. 
2) Laki-laki yang sudah menikah melakukan pemaksaan terhadap 
seorang perempuan yang belum menikah untuk bersetubuh 
dengannya, maka akan dikenakan denda adat berupa : 
a. Membayar denda adat yang bentuk dan nilai sesuai putusan 
Marar Mataun untuk masyarakat adat sub suku Souw, Mataun 
Pan untuk masyarakat adat sub suku Warry, dan Maram Tamsu 
untuk masyarakat adat sub suku Tarpi. Serta pihak keluarga 
perempuan tersebut. 
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b. Untuk sub suku Souw dan Warry yang bersangkutan juga 
Membayar denda adat kepada pihak keluarga istrinya yang 
bentuk dan nilainya ditetapkan oleh pihak keluarga istrinya. 
3) Laki-laki yang belum menikah dengan sengaja melakukan upaya 
pemaksaan terhadap seorang perempuan yang sudah menikah 
untuk bersetubuh dengannya, maka akan dikenakan denda adat 
yang bentuk dan nilainya ditentukan oleh Marar Mataun untuk 
masyarakat adat sub suku Souw, Mataun Pan untuk masyarakat 
adat sub suku Warry, dan Maram Tamsu untuk masyarakat adat 
sub suku Tarpi. Serta pihak suami dari perempuan tersebut. 
4) Laki-laki yang belum menikah dengan sengaja melakukan upaya 
pemaksaan terhadap seorang perempuan yang belum menikah 
untuk bersetubuh dengannya, maka akan dikenakan denda adat 
yang bentuk dan nilainya ditentukan oleh Marar Mataun untuk 
masyarakat adat sub suku Souw, Mataun Pan untuk masyarakat 
adat sub suku Warry, dan Maram Tamsu untuk masyarakat adat 
sub suku Tarpi. Serta pihak keluarga perempuan tersebut. 
Untuk kasus pemerkosaan, selain mendapatkan sanksi adat 
berupa denda adat, biasanya yang bersangkutan diserahkan ke pihak 
kepolisian untuk diproses lebih lanjut.  
Pernah terjadi kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh pemuda 
di kampung tersebut, pemerkosa tersebut kemudian diserahkan 
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lansung oleh ketua dewan adat suku Jouw Warry ke pihak kepolisian 
untuk di proses sesuai hukum Nasional.   
5. Pelanggaran Persetubuhan. 
Pelanggaran adat yang berkaitan dengan persetubuhan dalam 
masyarakat adat sub suku Souw menyebut Kekaimyine, sub suku 
Warry menyebut Akaimin, dan sub suku Tarpi menyebut Panau. 
Pelanggaran ini dapat di kategorikan menjadi 4 yaitu : 
1) Laki-laki yang sudah menikah melakukan persetubuhan dengan 
perempuan yang sudah menikah karena keinginan bersama, 
keduanya dikenakan denda berupa : 
a. Membayar denda adat yang bentuk dan nilainya sesuai putusan 
Marar Mataun untuk masyarakat adat sub suku Souw, Mataun 
Pan untuk masyarakat adat sub suku Warry, dan Maram Tamsu 
untuk masyarakat adat sub suku Tarpi. Serta pihak suami dari 
perempuan tersebut, dan 
b. Untuk sub suku Souw dan Warry yang bersangkutan juga 
membayar denda adat kepada pihak keluarga istri dari laki-laki 
tersebut yang bentuk dan nilainya ditetapkan oleh pihak 
keluarga istrinya. 
2) Laki-laki yang sudah menikah, melakukan persetubuhan dengan 
perempuan yang belum menikah karena keinginan bersama hingga 
mengakibatkan kehamilan pada perempuan tersebut, keduanya 
dikenakan denda berupa : 
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a. Membayar denda adat yang bentuk dan nilainya sesuai putusan 
Marar Mataun untuk masyarakat adat sub suku Souw, Mataun 
Pan untuk masyarakat adat sub suku Warry, dan Maram Tamsu 
untuk masyarakat adat sub suku Tarpi. Serta pihak keluarga 
perempuan tersebut 
b. Untuk sub suku Souw dan Warry yang bersangkutan juga 
membayar denda adat kepada pihak keluarga istri dari laki-laki 
tersebut yang bentuk dan nilainya ditetapkan oleh pihak 
keluarga istrinya. 
3) Laki-laki yang belum menikah melakukan persetubuhan dengan 
perempuan yang sudah menikah karena keinginan bersama, 
keduanya dikenakan denda adat yang bentuk dan nilainya 
ditentukan oleh Marar Mataun untuk masyarakat adat sub suku 
Souw, Mataun Pan untuk masyarakat adat sub suku Warry, dan 
Maram Tamsu untuk masyarakat adat sub suku Tarpi. Serta pihak 
suami dari perempuan tersebut. 
4) Laki-laki yang belum menikah melakukan persetubuhan dengan 
perempuan yang belum menikah karena keinginan bersama, 
keduanya dikenakan denda adat yang bentuk dan nilainya 
ditentukan oleh Marar Mataun untuk masyarakat adat sub suku 
Souw, Mataun Pan untuk masyarakat adat sub suku Warry, dan 
Maram Tamsu untuk masyarakat adat sub suku Tarpi. 
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Untuk masalah persetubuhan tersebut jarang terjadi bagi yang 
menikah melalui proses adat, karena proses tersebut menggunakan 
sumpah dengan mantra-mantra supranatural yang apabila salah satu 
melanggar maka akan meningga. Oleh sebab itu apabila seorang 
wanita yang telah jandi tidak bisa menikah lagi walaupun masih muda. 
Dia boleh menikah hanya dengan saudara laki-laki dari suaminya, 
guna memelihara dan menyawangi anak mereka apabila telah memiliki 
anak. 
Namun untuk gadis bujang yang melakukan maka, keduanya 
akan segera dinikahkan, apabila tidak bersediah maka harus 
membayar sejumlah denda yang telah ditentukan. 
6. Pelanggaran Membawa Lari Perempuan. 
Pelanggaran adat yang berkaitan dengan membawa lari 
perempuan dalam masyarakat adat sub suku Souw menyebut 
Unggwame Idunggu Wakey, sub suku Warry menyebut Um Bi Idunggu 
Wakay, dan sub suku Tarpi menyebut Mupin Ai’ Tawiki. Pelanggaran 
ini dapat di kategorikan menjadi 4 yaitu : 
1) Laki-laki yang sudah menikah melakukan pemaksaan terhadap 
seorang perempuan yang sudah menikah dengan cara membawa 
lari perempuan tersebut, dikenakan denda adat berupa : 
a. Membayar denda adat yang bentuk dan nilainya sesuai putusan 
Marar Mataun untuk masyarakat adat sub suku Souw, Mataun 
Pan untuk masyarakat adat sub suku Warry, dan Maram Tamsu 
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untuk masyarakat adat sub suku Tarpi. Serta pihak suami dari 
perempuan tersebut. 
b. Untuk sub suku Souw dan Warry yang bersangkutan juga 
membayar denda adat kepada pihak keluarga istri sendiri yang 
bentuk dan nilainya ditetapkan oleh pihak keluarga istrinya. 
2) Laki-laki yang sudah menikah melakukan upaya pemaksaan 
terhadap seorang perempuan yang belum menikah dengan cara 
membawa lari perempuan tersebut, dikenakan denda adat berupa: 
a. Membayar denda adat yang bentuk dan nilainya sesuai putusan 
Marar Mataun untuk masyarakat adat sub suku Souw, Mataun 
Pan untuk masyarakat adat sub suku Warry, dan Maram Tamsu 
untuk masyarakat adat sub suku Tarpi. Serta pihak perempuan 
tersebut. 
b. Untuk sub suku Souw dan Warry yang bersangkutan juga 
membayar denda adat kepada pihak keluarga istri sendiri yang 
bentuk dan nilainya ditetapkan oleh pihak keluarga istrinya. 
3) Laki-laki yang belum menikah melakukan pemaksaan terhadap 
seorang perempuan yang sudah menikah dengan cara membawa 
lari perempuan tersebut, dikenakan denda adat yang bentuk dan 
nilainya ditentukan oleh Marar Matuan untuk masyarakat adat sub 
suku Souw, Mataun Pan untuk masyarakat adat sub suku Warry, 
dan Maram Tamsu untuk masyarakat adat sub suku Tarpi. Serta 
pihak suami dari perempuan tersebut. 
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4) Laki-laki yang belum menikah melakukan pemaksaan terhadap 
perempuan yang belum menikah dengan cara membawa lari 
perempuan tersebut, dikenakan denda adat yang bentuk dan 
nilainya ditentukan oleh Marar Mataun untuk masyarakat adat sub 
suku Souw, Mataun Pan untuk masyarakat adat sub suku Warry, 
dan Maram Tamsu untuk masyarakat adat sub suku Tarpi. Serta 
pihak keluarga perempuan tersebut. 
Mengenai pelanggaran membawah lari perempuan ini biasanya 
terjadi disaat cinta diantara kedua mendapat pertantangan dari pihak 
keluarga, dan apa bila tetap terjadi maka akan mendapatkan denda 
adat, namun apabila kedua orang tuanya tidak setuju tapi ada saudara 
maupun paman dari perempuan setuju, maka peristiwa membawa lari 
perempuan tidak jadi permasalahan adat, dan kemudian yang 
bersangkutan dapat menikah. 
Terdapat beberapa kasus, dimana perempuan gadis yang 
dibawah lari oleh pria bujang, namun di setujui oleh saudara 
perempuan tersebut. Kemudian mereka di nikahkan atas perlindungan 
ketua dewan adat suku Jouw Warry 
 
Pelanggaran menyangkut tanah dan hasil hutan 
1. Pelanggaran Memindahkan Batas Tanah. 
Pelanggaran adat yang berkaitan dengan memindahkan batas 
tanah dalam masyarakat adat sub suku Souw menyebut Kaupwere 
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Kesan, sub suku Warry menyebut On Ini Kasan Yojunggu, dan sub 
suku Tarpi menyebut Dar Di Worekki. Pelanggaran ini dapat berlaku 
kepada siapa saja yang memindahkan batas tanahnya pada batas 
tanah milik orang lain dengan maksud untuk menguasainya, dikenakan 
denda adat berupa : 
a. Membayar denda adat yang bentuk dan nilainya sesuai putusan 
Marar Mataun untuk masyarakat adat sub suku Souw, Mataun Pan 
untuk masyarakat adat sub suku Warry, dan Maram Tamsu untuk 
masyarakat adat sub suku Tarpi, serta pihak pemilik tanah yang 
sah. 
b. Mengembalikan penguasaan hak atas tanah tersebut kepada 
pemiliknya yang sah. 
Pelanggaran ini selalu berkaitan dengan mengambil tanah 
milik orang lain dengan memindahkan batas tanah yang telah di 
buat, namun untuk membuktikannya selalu dengan melihan tanda-
tanda alam misalnya pohon-pohon besar, namun apabila masih 
terjadi persengketaan maka ketua adat akan melakukan sidang 
lansung di tanah yang disengketakan dengan cara sumpah adat, 
dan mereka yang berperkara di suruh makan tanah tersebut 
sebagai simbol. Apabila salah satunya matu maka yang hiduplah 
pemilik tanah yang sah. Namun biasanya sampai pada sumpah 
adat, yang merasa bersalah tidak berani. 
2. Pelanggaran Penebangan Pohon yang Bukan Miliknya. 
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Pelanggaran adat yang berkaitan dengan penebangan pohon 
yang bukan miliknya dalam masyarakat adat sub suku Souw menyebut 
On Ene Epat Ja Oudirense, sub suku Warry menyebut Engguw Kanar, 
dan sub suku Tarpi menyebut Datetau Dini Kai Ater Aji. Pelanggaran 
ini dapat berlaku kepada siapa saja yang melakukan penebangan 
pohon sagu, atau pohon lain yang bukan miliknya, dikenakan denda 
adat yang bentuk dan nilainya sesuai putusan Marar Mataun untuk 
masyarakat adat sub suku Souw, Mataun Pan untuk masyarakat adat 
sub suku Warry, dan Maram Tamsu untuk masyarakat adat sub suku 
Tarpi dan pihak keluarga korban. 
Penebangan pohon hanya di bolehkan untuk membangun 
rumah atau untuk kayu bakar, atau untuk kepentingan umum misalnya 
membangun jembatan atau membuat jalan akan tetapui melalui proses 
musyawarah dulu. Larangan ini untuk membatasi penebangan liar dari 
luar suku untuk kepentingan komersial. Maka denda yang diberikan 
biasanya membayar sejumlah uang yang nominalnya besar maupun 
penanaman kembali pohon tersebut berlaku untuk masyqarakat adat 
setempat maupun orang lain. Penanaman kembali pohon yang 
ditebang biasanya dua kali lipat dari jumlah yang di tebang.  
Pernah terjadi kasus, ketua dewan adat suku Jouw Warry Daud 
Yaukwart memutuskan perkara yang melibatkan pamannya sendiri 
dengan menantu dari pamannya tersebut, kasus tersebut berawal dari 
pamannya yang marah terhadap menantunya dengan menebang 5 
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pohon pinang, sehingga dia di siding dengan membayar uang meja 40 
ribu dan denda menanam kembali pohon pinang yang sudah ditebang 
dua kali lipat, jadinya sepuluh pohon yang harus ditanam. 
 
Pelanggaran menyangkut hewan dan perikanan 
1. Pelanggaran Penangkapan dan Perburuan Burung Cenderawasih.  
Pelanggaran adat yang berkaitan dengan penangkapan dan 
perburuan burung cenderawasih dalam masyarakat adat sub suku 
Souw menyebut Tiya Esanjerense, sub suku Warry menyebut Eiy Tija 
Mi Asanjam, dan sub suku Tarpi menyebut Sik Dira’di. Pelanggaran ini 
dapat berlaku kepada siapa saja yang melakukan penangkapan dan 
atau perburuan terhadap burung cenderawasih, dikenakan denda adat 
yang bentuk dan nilainya sesuai putusan Marar Mataun untuk 
masyarakat adat sub suku Souw, Mataun Pan untuk masyarakat adat 
sub suku Warry, dan Maram Tamsu untuk masyarakat adat sub suku 
Tarpi. 
Larangan ini di buat guna melestarikan burung cenderawasih 
dari kepunaan, karena banyak terjadi perburuan dan penangkapan 
burung cenderawasih dari luar suku tersebut. Sehingga kalau 
kedapatan walaupun bukan orang suku tersebut maka yang 
bersangkutan akan tunduk pada hukum adat setempat, biasanya 
membayar sejumlah uang yang jumlahnya besar dan melepaskan 
buruannya. 
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2. Pelanggaran Penangkapan Ikan dan Pencemaran Laut. 
Pelanggaran adat yang berkaitan dengan penangkapan ikan 
dan pencemaran laut dalam masyarakat adat sub suku Souw 
menyebut Sumu Enggijen, sub suku Warry menyebut Gupai Wiyndir, 
dan sub suku Tarpi menyebut Pip Soso. Pelanggaran ini dapat di 
kategorikan menjadi 4 yaitu : 
1) Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan 
peledak, dikenakan denda adat yang bentuk dan nilainya sesuai 
putusan Marar Mataun untuk masyarakat adat sub suku Souw, 
Mataun Pan untuk masyarakat adat sub suku Warry, dan Maram 
Tamsu untuk masyarakat adat sub suku Tarpi. 
2) Mencelupkan akar tuba dan atau menjaring ikan pada tempat-
tempat khusus sesuai ketetapan adat, dikenakan denda adat yang 
bentuk dan nilainya sesuai putusan Marar Mataun untuk 
masyarakat adat sub suku Souw, Mataun Pan untuk masyarakat 
adat sub suku Warry, dan Maram Tamsu untuk masyarakat adat 
sub suku Tarpi. 
3) Melakukan kerusakan terhadap terumbu karang, dikenakan denda 
adat yang bentuk dan nilainya sesuai putusan Marar Mataun untuk 
masyarakat adat sub suku Souw, Mataun Pan untuk masyarakat 
adat sub suku Warry, dan Maram Tamsu untuk masyarakat adat 
sub suku Tarpi. 
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4) Melakukan penangkapan terhadap segala sesuatu makhluk hidup 
dalam laut yang dilindungi menurut ketentuan adat, dikenakan 
denda adat yang bentuk dan nilainya sesuai putusan Marar Mataun 
untuk masyarakat adat sub suku Souw, Mataun Pan untuk 
masyarakat adat sub suku Warry, dan Maram Tamsu untuk 
masyarakat adat sub suku Tarpi. 
Di dalam masyarakat adat suku Jouw Warry selama satu tahun 
dilokasi tertentu dilarang mengambil ikan dalam bentuk apapun 
larangan ini namanya curupuk. Setelah mencapai satu tahun baru 
kemudian di adakan panen bersama, di mana setiap keret telah di 
berikan tempat dan batasan untuk mengambil ikan. Prosesnya di awali 
dengan pemanggilan ikan dengan menggunakan daun khusus setelah 
itu baru di berikan akar tuba (racun alami untuk membunuh ikan)  
 
Jenis Sanksi  Hukum Pidana Adat  
Di dalam buku panduan hukum adat dewan adat suku Jouw Warry 
(2008:55-57) maupun hasil wawancara dengan Daud Yaukwart (Demta, 3 
Februari 2010) selaku ketua dewan adat suku Jouw Warry, Paulus 
Okobron (Muris Kecil, 4 Februari 2010) selaku Marar Mataun untuk sub 
suku Souw, Bastian Dodop (Ambora, 5 Februari 2010) selaku Mataun Pan 
untuk sub suku Warry, serta Yulianus Ondi (Kamdera, 6 Februari 2010) 
selaku Maram Tamsu untuk sub suku Tarpi bahwa terjadinya sebuah delik 
adat di dalam kehidupan masyarakat Jouw Warry selalu dianggap sebagai 
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gangguan terhadap keseimbangan sosial dan nilai serta norma adat yang 
terkandung di dalamnya. Pandangan yang kurang lebih sama di pahami 
oleh masyarakat adat di seluruh Papua. Sehingga menjadi kewajiban bagi 
pelaku suatu delik adat dan keluarganya untuk mengembalikan 
keseimbangan tersebut dalam bentuk membayar denda berupa benda 
dan atau binatang kepada korban dan keluarganya. 
Benda dan binatang yang digunakan biasanya adalah manik-
manik, kapak batu, gelang batu, gelang dari kulit kerang, babi dan benda 
lain yang disepakati bersama. Karena fungsinya sebagai penyeimbang 
sosial dan mengembalikan sejumlah nilai adat yang terabaikan tadi, maka 
benda-benda ini dalam kedudukannya sebagai alat pembayaran denda 
adat dianggap memiliki nilai yang sangat tinggi dan sakral. Karena tanpa 
adanya benda-benda ini, maka hubungan sosial menjadi tidak berjalan 
sebagaimana mestinya, dan sejumlah nilai yang selama ini di anut oleh 
masyarakat adat menjadi diabaikan. Dalam banyak hal, pemberlakuan 
denda adat ini justru terjadi jalinan hubungan kekerabatan yang baru 
antara pihak pelaku dan pihak korban.  
Selain babi, saat ini benda-benda yang disebutkan di atas sudah 
jarang di temui pada masyarakat Jouw Warry. Sehingga kini benda-benda 
yang digunakan untuk membayar sejumlah denda adat lebih banyak 
diganti dalam bentuk uang yang minimalnya tidak pernah di tentukan 
pasti, karena selalu ada proses negosiasi diantara para pihak, yang 
berhubungan dengan: 
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1) Kesepakatan atas nominal uang selalu bersifat relatif. 
2) Nilai uang akan selalu berkembang sesuai dengan perubahan 
peradaban manusia 
3) Nilai dan bentuk denda juga tergantung pada status dan kedudukan 
sosial pihak pelaku dan korban 
4) Meski telah terjadi kesepakatan jumlah denda, tapi terkadang masih 
mengalami perubahan. 
Bentuk denda adat yang lain adalah dengan memberikan seorang 
anak perempuan dari keluarga pihak pelaku kepada pihak korban. 
Pembayaran denda dalam bentuk ini dianggap sangat tinggi nilainya, 
karena selain sebagai penyeimbang sosial, juga menjalin hubungan 
kekerabatan antara pihak pelaku dan korban, hal inilah yang dimaksud 
dengan peradilan perdamaian, yang awalnya ada permusuhan kemudian 
berubah menjadi satu kekerabatan atau keluarga besar. Karena 
perempuan dianggap dapat memberikan keturunan sebagai ganti 
keluarga yang terbunuh. Karena anak yang akan lahir dari perkawinan 
antara perempuan dari pihak pelaku dengan laki-laki dari pihak korban ini 
akan membawa marga dari pihak laki-laki. Proses perkawinan itu tanpa 
adanya pembayaran mas kawin kepada pihak perempuan, namun apabila 
perempuan yang sudah menikah tersebut telah melahirkan anak sebagai 
ganti teradap korban tersebut, kemudian perempuan tersebut melahirkan 
anak lagi, maka pihak laki-laki harus membayar maskawin kepada pihak 
perempuan.  
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Bentuk pembayaran denda yang kurang lebih sama dengan 
memberikan perempuan untuk dinikahi dengan pihak keluarga korban 
adalah memberikan anak laki-laki kepada pihak keluarga korban. 
Pembayaran denda dalam bentuk demikian biasanya terjadi untuk delik 
pembunuhan. Selain itu juga, bentuk sanksi adat atau denda adat yang 
lain adalah memberikan sebidang tanah milik pihak pelaku kepada 
korban. 
Selain itu juga, ada sanksi supranatural dengan kekuatan gaib, 
yang biasanya digunakan terhadap pelanggaran ilmu hitam, menghina 
kepala suku atau tua-tua adat, atau delik pengakuan tanah milik orang 
lain. Maupun dapat diberlakukan terhada pejabat yang korupsi atau 





Kesimpulan dari hasil pembahasan dan analisa tersebut di atas 
adalah Bahwa delik adat suku Jouw Warry yang masih hidup dan 
berkembang di dalam masyarakat hukum adat adalah 1). Pelanggaran 
Mengganggu Keamanan terdiri dari: a). Pelanggaran Pembunuhan, b). 
Pelanggaran Pencurian, c). Pelanggaran Perampasan, d). Pelanggaran 
Penganiayaan, e) Pelanggaran Penipuan, f). Pelanggaran Perkelahian, g). 
Pelanggaran Ilmu Hitam, h). Pelanggaran Minuman Keras. 2). 
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Pelanggaran Mengganggu Ketertiban terdiri dari: a). Pelanggaran 
Merusak Barang Milik Orang Lain, b). Pelanggaran Pencemaran Nama 
Baik, c). Pelanggaran Membuat Keributan, d). Pelanggaran Kekerasan 
dalam Keluarga, e). Pelanggaran Bersaksi Palsu, f). Pelanggaran 
Kelalaian, g). Pelanggaran Penyangkalan. 3). Pelanggaran Kesopanan 
Dan Kesusilaan terdiri dari: a). Pelanggaran Berbuat tidak Sopan, b). 
Pelanggaran Mengintip, c). Pelanggaran Menghujat, d). Pelanggaran 
Pemerkosaan, e). Pelanggaran Persetubuhan, f). Pelanggaran Membawa 
Lari Perempuan. 4). Pelanggaran Menyangkut Tanah Dan Hasil Hutan 
terdiri dari: a). Pelanggaran Memindahkan Batas Tanah, b). Pelanggaran 
Penebangan Pohon yang Bukan Miliknya. 5). Pelanggaran Menyangkut 
Hewan Dan Perikanan terdiri dari: a). Pelanggaran Penangkapan dan 
Perburuan Burung Cenderawasih, b). Pelanggaran Penangkapan Ikan 
dan Pencemaran Laut. Sedangkan sanksi delik adatnya berupa benda 
yang telah diganti dengan sejumlah uang, Binatang yaitu babi, Serta 
sanksi supranatural dengan kekuatan gaib.  
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